
- PEMERTNTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SAROLANGTIN

NOMOR : \ s4 TAHI-IN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) HARAPAN BANGSA KECAMATAN LIMUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABI-IPATEN SAROLANGLIN

Menimbang :

Mengingat :

Bahwa pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan pendidikan yang

sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkebangan anak

dikemudian hari yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi

tumbuhh kembang manusi. Paud merupakan peletak dasar pertumbuhan

perkembangan dan komunikasi sesuai

dengan keunik yang cerdas, sehat, ceria

dan berakhlak aik fisik maupun mental

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

Bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapakan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin
operasionayPenyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini HARAPAN
B ANGSA Kecamatan LIMI-IN.

undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentarrg pokok pokok Kepegawaian

( Lembaran Negara Republik lndonesia tahtn 1974 noor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomot 43 tahun 1999 tentang perubahan

atas Undang undang Nomor 8 tahun 1974 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3851 );
Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentartg PenyelenggarualNegara
yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme
( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentarrg pembentukan Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903 )
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999

tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 noor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomot 12 tahun

2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor32 tahun 2004

tentangPemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia noor
4844);

Undangn-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 )

Perahran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standal Nasional

Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2005 Nomor

4l,tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyrsunan dan Penerapan standar Pelayanan minimal
( Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4585)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang pembagian urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan
pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan ( Lembaran Negara Republik lndonesia tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66
tahur 2010 tentang perybahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun
2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 89, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4741).

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2016 Nomor 62);

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
standar Pendidikan Anak Usia Dini;

b. MOU Mendiknas dengan Gubemur dan Para Bupati Se Provinsi Jambi
arrtara Pemerintah Pusat dan Kabupaten /Kota;

c. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 s.d20l7
yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun yang lebih maju.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL
/PENYELENGGAILMN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI ( PAUD ) HARAPAN BANGSA KECAMATAN LIMUN

Memberikan Izin operasionaV Penyelengg araan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Kepada :
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

Nama Lembaga

Nama Penanggung Jawab

Pekerjaan

Kewarganegaruar.

Alamat

PAUD "Harapan Bangsa"

Ely Kusnita

Pengelola

Indonesia

Desa Demang

Kec. Limun

Kabupaten Sarolangun

I TatrunJangka Wakru Berlaku



KETIGA

Kebudayaan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Sarolangun
Padatanqgat {S - ta - 2017

DINAS PENDIDIKAN
AYAAN
SAROLANGI.IN

UTAMA MUDA
NIP. 1961 103 1 198301002

Tembusan disampaikan KePada Yth,
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. BapakBupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

4. Sdr. Camat Limun di Limun
5. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Limun di Limun


